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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank


Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berkesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertubuhan ekonomi dan stabilitas nasional.


Salah satu sarana yang mempunyai peran serta strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang srategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berasaskan demokrasi ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pertumbuhan dan perkembangan di sektor perbankan sehubungan dengan adanya deregulasi bidang perbankan, selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan, juga menimbulkan iklim persaingan yang semakin tajam diantara bank-bank yang dapat menjurus kepada persaingan yang kurang sehat.


Meledaknya (Booming) perkreditan akibat pemusatan kepada pencapaian target pemberian kredit diikuti dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu memperbesar peluang terjadinya kredit bermasalah. Besar kecilnya kerugian yang diderita bank disebabkan karena adanya kredit-kredit yang bermasalah antara lain bergantung pada kemampuan bank dalam melakukan kegiatan penagihan.

2.1.1 Pengertian Bank


Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa bank itu adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut akan disampaikan beberapa definisi bank, dimana definisi bank dibawah ini pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya pada perbedaan tugas atau usaha bank. Definisi lain mengatakan bank adalah badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. 
a) Definisi bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan menyatakan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b) Menurut Verryn Stuart mendefinisikan:

Bank adalah suatu badan yang berujuan untuk memuaskan kebuuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri aau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

c) Somary berpendapat bahwa “Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek,menengah maupun jangka panjang”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank


Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a) Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.

3. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

b) Penyalur atau pemberi kredit, Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Salah satu penyebab bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

c) Penyalur dana, dimana dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

d) Pelayan jasa, bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu-lintas pembayaran uang, melakukan berbagai aktifitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kredit dan pelayanan lainnya. 

2.1.3 Jenis Bank


Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, jenis bank terdiri dari:

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalulintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

3. Menurut Thomas Suyatno (2000:33) jenis dan macam lembaga perbankan dilihat dari segi fungsinya terdiri atas:

a. Bank Sentral (Central Bank) ialah bank yang merupakan badan hukum milik Negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah.

b. Bank Umum (Commercial Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito yang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan (saving Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan yang usahanya terutama memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga.

d. Bank Pembangunan (Development Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang. Usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

e. Bank Desa (Rulal Bank) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya). Usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang atau natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

f. Bank Devisa ialah bank swasta yang dapat melakukan transaksi pembayaran luar negeri. 

2.1.4 Sumber Dana dan Penanaman Dana

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang sementara tidak digunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat unuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposito) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan volume dana yang dapa dikembangkan dalam bentuk penanaman dana,baik yang menghasilkan (earning asset) maupun yang tidak menghasilkan (non earning asset).
Sumber-sumber dana bagi sebuah bank di bagi 3, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri, merupakan dana berbentuk modal disetor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas, pada umumnya berupa simpanan yang biasa disebut giro,deposito dan tabungan.

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank dalam bentuk pinjaman.

Dana yang telah dihimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam atau dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau oleh bank sendiri. Beberapa alternative penanaman dana tersebut adalah:

a. Penanaman dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

b. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga.
c. Penyertaan.

d. Penanaman dalam bentuk harta tetap.

Dalam memilih alternatif penanaman dana, disamping memperhitungkan segi hasilnya (keuntungan) bank juga harus memperhitungkan risikonya. 
2.2 Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar saja, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit sangat terkenal. 
2.2.1 Pengertian Kredit


Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa yang menerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ad 11 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah:

Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibakan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang kelebihan uang (kreditur), sedangkan pihak yang membutuhkan uang disebut debitur. Kredit yang diberikan didasarkan atas unsure kepercayaan.

Menurut Susilo at all. (2000:69) Bank dan Lembaga Keuangan Lain, mengatakan bahwa “Kredit adalah pengalokasian dana bank dalam berbagai bentuk kredit dengan berbagai macam pertimbangan risiko dan jangka waktu”.
2.2.2 Jenis-jenis Kredit


Menurut H. Hadiwidjaja, Ak jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut:
A. Kredit dilihat dari sudut tujuan penggunaanya.

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa untuk memberikan kepuasan/pemuas kebutuhan manusia secara langsung.

2. Kredit Produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan yang produktif, seperti yang dapat menimbulkan/meningkatkan faedah atau kegunaan (utilities), baik faedah bentuk (form utilities), faedah tempat (place utilities), faedah waktu (time utilities), maupun faedah pemilikan (possecion utilities).

B. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya.

Menurut Kasmir (2003:100) jenis kredit dilihat dari jangka waktunya:

1. Kredit Jangka Pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah (medium term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
3. Kredit Jangka Panjang (long term loan), merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliaanya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet,kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
2.2.3 Unsur-unsur Kredit


Kredit yang diberikan oleh yang meminjamkan didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa kredit akan diberikan apabila yang meminjamkan betul-betul yakin bahwa yang menerima kredit akan mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.


Unsur-unsur yang terkait dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2003:94) adalah:

1. Kepercayaan

Adalah suatu keyakinan bagi pemberi kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2.   Kesepakatan

Adalah kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3.   Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu ini dapat berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit.
5. Balas jasa

Keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga.
2.2.4 Fungsi dan Kebijakan Kredit

Menurut Kasmir (2003:106) fungsi kredit adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

4. Meningkatkan peredaran barang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dari fungsi tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, kepentingan mayarakat dan kepentingan pemilik modal. Bank-bank swasta seyogyanya menyesuaikan diri dengan tujuan kredit tersebut diatas.
Berdasarkan kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter dan ekonomi.

2. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.
3. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan abilitinya.

4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit).

5. Overdraft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang disetujui) dilarang.

6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).

7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan).

2.3 Kolektibilitas Kredit

Kredit sebagai salah satu aktiva produktif bank yang memiliki risiko harus dipantau kualitas kreditnya. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dijelaskan ”Sebagai pedoman pemantauan, kualitas aktiva produktif digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pengukuran kualitas kredit itu sendiri diatur oleh Bank Indonesia sebagai pedoman pelaporan kualitas kredit bagi perbankan Indonesia, yang dinyatakan dalam bentuk Kolektibilitas Kredit (sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1998) yang dimaksud dengan kolektibilitas adalah “Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya”.
2.3.1 Indikasi Kredit Bermasalah
Pada umumnya kredit bermasalah terjadi setelah melalui proses yang ada pada setiap tahapnya selalu memberikan signal dari suatu indikasi yang kalau tidak segera diatasi masalahnya dapat berkembang menjadi kronis. 

Indikasi-indikasi suatu kredit menjurus macet hanya dapat ditangkap apabila bank melaksanakan early detection melalui pengawasan secara rutin. Menurut Hasibuan dalam jurnal Pengembangan Perbankan edisi Mei-Juni 1999, menyatakan banyak sekali ditemui indikator-indikator yang memberikan signal dini terhadap gejala kemacetan kredit, tetapi yang terpenting diantaranya adalah:

1. Gejala Finansial

Gejala kesulitan keuangan yang tercermin dari laporan keuangan, antara lain:

a. Leverage, memburuknya atau meningkatnya Debt Equity Ratio.

b. Profitability, menurunnya keuntungan atau terjadinya kerugian yang cukup besar.

c. Liquidity, memburuknya current ratio dan quick ratio.
2. Gejala-gejala non finansial

Pendeteksian gejala keuangan tersebut pada umumnya sedikit lambat diketahui karena adanya waktu penyampaian kepada bank, oleh sebab itu analisis gejala non finansial menjadi lebih penting sebagai sarana pengawasan dini, yang antara lain meliputi:

a. Perubahan pola komunikasi yang semula baik menjadi tersendat-sendat serta keterlambatan penyerahan data yang biasanya lancar.

b. Timbulnya overdraft atau penolakan cek/bilyet giro.
c. Munculnya persediaan barang yang cukup tinggi diikuti dengan perputaran barang yang lambat.

d. Lambat atau lalainya membayar kewajiban-kewajiban kepada bank.

e. Berambahnya aktiva tetap yang tidak seimbang dengan tingkat penjualan aktiva tetap selama ini menunjang kegiatan produksi.

f. Bencana alam, antara lain banjir dan kebakaran, yang memusnahkan sarana produksi.

g. Pengamanan Kredit.

Pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan suatu aspek yang penting dalam manajemen kredit, karena proses pengamanan berjalan terus menerus. Langkah pengamanan ini dimulai sejak bank merencanakan pemberian kredit hingga kredit telah selesai, walaupun tugas bank tidak begitu saja selesai. Pada dasarnya segala apa yang disyaratkan sebelum dan sesudah kredit diberikan merupakan usaha pengamanan kredit.
2.3.2 Kredit Macet

Kredit macet sering disamakan dengan kredit bermasalah. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa kredit diragukan murni berpotensi menjadi macet serta kredit macet sebagai kredit bermasalah. Sementara beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa kredit bermasalah meliputi kredit-kredit yang tergolong dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Sementara pengertian kredit macet sendiri adalah kredit yang angsuran pokok atau bungannya melampaui dari 270 hari.
Menurut Joyosumarto dalam jurnal “pengembangan Perbankan” edisi Mei-Juni 1994, menyatakan bahwa terjadinya kredit bermasalah ataupun kredit macet pada dasarnya berasal dari faktor intern dan faktor ekstern perbankan, yaitu:

1. Faktor intern:

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif, beberapa bank menempuh kebijakan perkreditan yang ekspansif melebihi perumbuhan kredit yang wajar. Sebagai akibatnya, bank kurang selektif dalam menilai permohonan kredit. Sering terjadi bank memberikan kelonggaran dan keringanan yang berlebihan dalam pemberian kreditnya tanpa memperhitungkan risiko yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, bank juga jarang memperhatikan bahwa calon debitur sebenarnya telah tercantum dalam Daftar Kredit Macet (DKM), yang secara berkala diterbitkan oleh Bank Indonesia.

b. Itikad kurang baik dari pemilik/pengurus/pegawai bank, yaitu pemberian kredit kepada debitur tertentu yang sejak awal sebenarnya sudah diketahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak baik.

c. Lemahnya sistem informasi kredit, laporan bank kepada Bank Indonesia  cenderung tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dengan tujuan untuk memperoleh penilaian yang baik dari Bank Indonesia. Tidak disadari bahwa hal tersebut merugikan bank itu sendiri, karena dengan pelaporan yang tidak benar, permasalahan yang ada tidak diketahui lebih awal, sehingga bank terlambat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki performance kredit atau pencegahan terjadinya kredit bermasalah.
2. Faktor ekstern, yang berasal dari:
a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Menurunnya kegiatan ekonomi, khususnya pada kegiatan atau sektor ekonomi tertentu, serta akibat tingginya suku bunga merupakan salah satu penyebab kesulitan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

b. Kegagalan usaha debitur. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan dalam produksi atau pemasaran barang/jasa yang dihasilkan, perubahan harga barang dipasar, perubahan pola konsumen, pengaruh perekonomian nasional dan lain-lain.

c. Musibah yang terjadi pada debitur/kegiatan usahanya. Musibah yang terjadi antara lain debitur meninggal dunia atau sarana usaha mengalami kebakaran atau kerusakan. Sementara debitur atau bank tidak melakukan pengamanan melalui penutupan asuransi.
2.4 Hubungan Jangka Waktu Kredit terhadap Kolektibilitas Kredit
Mengingat adanya risiko kerugian dalam pemberian kredit, oleh sebab itu bank berkewajiban menjaga agar kualitas kredit yang diberikan atas dasar penggolongan kolektibilitasnya. Dengan kondisi kredit sebagai aktiva produktif yang memiliki risiko yang diakibatkan jangka waktu kredit, maka sepertihalnya telah dijelaskan oleh Thomas Suyatno (2000,94) bahwa: “Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul”.
Agus Sarono (2001,535) memberikan penjelasan lebih lanjut, 
“Semakin lama jangka waktu pengumpulan piutang berarti semakin besar investasi pada piutang dan biaya yang timbul juga semakin besar. Selain itu investasi pada piutang menimbulkan kenaikan bad debt”.
Dalam penelitian ini terdapat hubungan dari setiap jangka waktu (jangka pendek,menengah,dan panjang) dimana masing-masing jangka waktu kredit memiliki kondisi berbeda-beda terhadap hasil pemantauan dan penilaian kredit tersebut(lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar,diragukan, dan macet). Maka dapat diketahui bahwa  pemberian jangka waktu kredit itu mempunyai hubungan erat terhadap munculnya risiko. Kemungkinan risiko itu berupa keterlambatan dana atau tidak kembalinya dana yang telah disalurkan.
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